
WALIKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 4 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADYUN NOMOR 60 

TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI. RINCIAN 

TOGAS DAN FUNGSl SERTA TATA .KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAB 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas-tugas pokok clan fungsi pada Sadan Pendapa.tan 

Daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 

Tahun 2016 tentang Kcdudukan, Susunan Organisas1, 

Rincian Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badao 

Pendapalan Daerah clipandang sudah tidak sesuai 

sehingga perlu diubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

WaJikota Macliun tentang Perubahan Atas Peraluran 

Walikota Madlun Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Togas dan 

.Fungsi, serta Tata Kerja Sadan Pendapatan Daerab ; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tencang 

Pembenruka.n Peraturan Perundang-undangan ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teatang Aparatur 

Sipil Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemcrint.ahan Dacrah sebagaimana telah diubah 

beberapa ka)j tcrakhir dengan Ondang-Undang Nomor 9 

Tahnn 2015; 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tcnt.ang 

Perangkat Daerah ; 
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5. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 80 Tabun 2015 

tcntang F'embentukan Procluk Hukum Daerah 

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tabun 2016 

tcnl.c.'-1.ng P\:mbentukaa dan Susunan Pcrangkat Daerah ; 

7. Pe:r'aruran Daerah Kota Madiun Nomo.r 6 Tahun 2017 

tentang Peduman Pembentukan Prociuk Hukurn Dacrah : 

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2016 

tentang Kcdudukan, Susunan Organisas1, Rincian 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pcndapatan 

Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 50 

TABON 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RilfCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAR. 

Pasal I 

Bebcrapa ketentuan dalam Peraturan Walikola Madiun 

Nomor 50 Tahun 201n tcnt.ang Kt·dudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Togas dan Fungsi, scrta Tala Kerja 

Sadan Pendapat.an Daerah (.Serita Daerah Kota Madiun 

Tahun 2016 Nomor 50/G), dlubab sebagai berikuL : 

1. Dianlara buruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 4 dis1sipkan 

I (satu) huruf yakni huruf a I, sehingga Pasal 4 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berlkur : 

Pasal 4 

(I) I<epala Badan sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 3 

i:l)at (I) huruf a mcmpunyai LUgas mermmpin, 

mengoordinasikan dan mcngawasi pelaksanaan 

otonomi Oaerah dJ bidang penghunpunan Pajak 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraruran 

perundang-undangan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d1rnaksud 

pada ayat [I), Kepala Baclan men1pu11ya1 fungsi: 

a. penyusunan rumusao kebijakan teknis 

penghimpunan pajak dacroh sesuai ketcntuan 

peraturan pcrundang-lindangan dao kcbijakan 

vang Lelah ditetapkan Walikota. 

a 1. penyelenggaraan urusan pemeri:ntahan dan 

pclayanan umum di bidang pcndapatan dacrah ; 

b. pelaksanaan pendalaan da.n pendartaran, 

penetapa11 clan kcbcratan, pena,..;ihan dan 

pemeriksaan ; 

c. pelaksaoaan koordinasi dan kerjasama 

pelaksanaan pen.dataao dan pendaftaran, 

penetapan dan keberaran, penagihan dan 

pemeriksaan ; 

d. pdaksanaan pengembangan potensi pajak Pajak 

Bumi dan Bangunan dan non Pajak Bumi clan 

Ba11gunan; 
c. pelaksanaan proses akuntaosi ac.as penerimaan 

pajak Pajak Bumi dan Bangi.man dan non Pajak 

Bumi dari 8angui1an ; 

r penyusurum laporan r,enerimaan Pajak Dacrah , 

g. pclaksanaan pelayanao wajib pajak di lempat 

pelayanan Pajak Daerah; 

h. pelaksanaan administrasi Sadan ; dan 

pelaksanaan tugas lain yang bt~rsifat kedinasan 

yang diberikan oleh Walikota. 

2. Ketentuan huruf b ayal (2) diubab dan diantara huruf j 

dan hurur k avat (21 Pasal 5 disisipkan l (satu) huruf 

yakni j I, schingga Pasal 5 secara kcscluruhan berbunyi 

sebagai bcrikul : 

Pasal 5 

(1) Sek:retariat sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan 

kebijaka.n pclayanan administrasi kepada semua 

unsur di lingkungan Badan mclipuli pcrencanaan, 

pengelolaan aclmrnistras1 umum, rumah Langga, 

kcpegawaian dan aclministtasi keuangan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud 
pada ayaL (1), Scluctanat me1np1.myai rungsi 

a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan lugas-tugas pada SekrctariaL ; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 

dan kegi,atan. pdayanan adminlst.ratif 

penyelenggaraan cugas-tugas Bidang secara 

Lerpadu; 
c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, 

dan perlengkapan ; 
d. pengelolaan urusan kehumasan dan 

keprotokolan di lingkungan Badao ; 
c. pengelolaan adm111istras1 dan pembinaan 

kepegawai.an di Ungkungan Bada:n : 

f. pelaksanaan administrasi keuangan dan 
pembayaran gaji pegawai di lingkungan Sadan ; 

g. pclaksanaan koordinasi pelayanan wajib pajak di 

Tempat Pelayanan Pajak Daerah ; 
h pelaksanaan perforasi bcnda berharga ; 

L penyusunan, 

pclaksanaan 

koordinasi, dan monitoring 
standar pelayanan kepada 

masyarakaL ; 

J. peJaksanaan penyuluhan pa,jak daerab , 
j l. penyusunan rencana program, 

pelaksanaan/ pengadaan. dan pemcliharaan 
sarana dao prasrana di lingkungan badan ; dan 

k. pclaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan o leb Kepala Sadan. 

3. Diantara hurur h dan huruf i ayat (I) Pasal 7 disisipkan 
1 (saru) huruf yakni huruf h I, sehingga Pasal 7 secara 

kescluruhan berbunyi st:bagai berikuL : 

Pasal7 

( l) Sub 

tugas: 

Bagian Umum clan Keuangan mempunyai 

a. menyusun pcrencanaan, program kerja dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub 

Bagian Umum dan Keuangan ; 

b. melakukan urusan s1.1rat-mcnyura1 dan l.ata 

kcarsipan; 
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c. mcla.lrukan urusan rumah tangga dan keamanan 
kanLor; 

d. melakukan urusa.:n kehumasan, protokoler, 
upacara dan rapat dinas ; 

e. melakukaa urusan pengcndalian LR.ta usaba 
pengadaan. penyimpanan, pendistribusian, 
pcngadministrasian dan perawai.an barang
barang inventaris Sadan sesuai kctentuan 
pera turan perundang un.dangan ; 

r. melakukan koordinasi pelayanan wajib pajak di 
tcmpat pc la ya nan Pajak Daera h • 

g. melakukan penyuluhan Pajak Daerah ; 

h. mdaksanakan perforasi benda berharga; 
hl. mcnyiapkan bahan renc1:ma program, 

mclaksanakan/mcngr-idakan dan mcmc:lihara 
sarana dan prasarana di lingkungan badan; 

l. melaksanakan penacausahaan keuangan dan 
pcrtanggungiawaban keuangan , 

j. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji 
pegawa, ; 

k. mclak-ukan koordmas1 dan pengh1mpunan 
bahan-bahan untuk kcperluan pcnyusunan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran di lingkungan 
Sadan; dan 

1. melaksanakan lugas lain yang bersifat kedinasa:n 
y-,111g diberikan olch Sekrctaris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan l(cpegawairul 
mempunyai tugas. 
a . mclakukan pcnyusunan perenca11aan program 

kerja dan cvaluasi pclaksanaan tugas-tugas pada 
Sub Bagian Pcrencanaan dan Kepegawaian ; 

b. melakukan penyusunan perencanaan program, 

cvaluasi dan pclapora.n di lingkung0.11 Badan; 
c. mclakukan koordmasi dan pcnghunpunan 

bahan-bahan untuk keperluan penyusunan 
Rcncana Kerja Anggaran dan Rcncana Kcrja 
Pcn.1.bahan Anggaran, di lingkungan Badan ; 

d, mdakulian koordinasi clan monitoring pelayanan 
kepada wajib pajak di LempaL pelayanan Pajak 
Daerah; 

e. mcnyusun, mengolah dan memdihara data 
adm.i.nistJ-asi kepegawaian serta data keglalan 
:i,ang bcrhubungan dengan kepegawaian di 

lin.gkungan Sadan ; dan 
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f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

Pasalll 

Peraturan Walikota ini muJai berlaku pada tanggal 

ctiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kota Mactiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 Se ptember 201 8 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 4 2/G 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 Se ptembe r 20 18 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hu.m. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

,;:::::=.=:::,,,__ u.b. 
~~IAN HUKUM 
' 1.7~.-ui 

'L--:-:-::7 

Pembina 
NTP. 19750117 199602 1 001 


